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ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG : STUDI METODE 

ISTIMBATH  HUKUM MUI  SUMATERA UTARA DAN MPU ACEH  

Oleh : 

SAFRIZAL *  

Membayar zakat fitrah dalam bentuk uang merupakan permasalahan 

baru yang tidak dijelaskan hukumnya secara langsung dalam Al-quran 

sehingga para ulama mencoba menemukan hukumnya melalui ijtihad, 

dari hasil ijtihad para ulama ditemukan perbedaan-perbedaan dalam 

menetapkan hukumnya, ada yang mengatakan hukum bayar zakat 

fitrah dalam bentuk uang boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. 

Pada hakikatnya perbedaan, para ulama khususnya MUI-SU dan MPU 

Aceh merupakan hal yang wajar, dan perbedaan tersebut tidak bisa 

disatukan. Tujuan dilakuakan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penetapan hukum dan metode istimbath MUI Sumatera Utara dan 

MPU Aceh tentang hukum bayar zakat fitrah dalam bentuk uang. 

Key Word : Zakat, istimbath, ijtihad, 

 

PENDAHULUAN  

Sejak dahulu kala, ulama memiliki posisi yang penting dan menentukan di 

Indonesia. Pada masa colonial dan pada masa sebelumnya, pada masa kerajaan 

Islam, ulama memiliki peran signifikan di masyarakat, baik dalam bidang politik 

maupun sosial. Kerajaan Islam di Indonesia, sebagian besar dimotori oleh para 

ulama dalam pendiriannya. Menurut Mudzhar, pada abad ke-18, ketika kerajaan 

Islam telah dikuasai dan dikendalikan oleh Penjajah Belanda, peran ulama dibatasi 

pada masalah keagamaan dan isu-isu yang bersifat lokal, bahkan hanya boleh 

mengurusi pesantren yang dimilikinya.1 

Pada masa-masa berikutnya, peran ulama kembali meluas dalam masalah-

masalah politik, terutama setelah terjadi hubungan yang baik antara Indonesia dan 

Mekkah melalui rutinitas ibadah tahunan, yaitu ibadah haji. Gerakan politik yang 

dilakukan oleh para ulama diwujudkan dalam gerakan untuk memperjuangkan 

                                                           
* Penulis Adalah mahasiswa Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. 
1 Mohamad Atho Mudzhar, ñFatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of 

Islamic Legal Thought in Indonesia 1975 -1988ò, Disertasi, Los Angels: University of California, 

1990, hlm. 92 
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kemerdekaan dari kungkungan penjajah Belanda, baik yang bersifat kedaerahan, 

maupun yang bersifat nasional.  

Peran strategis yang dimiliki oleh ulama, adalah kemampuannya untuk 

melakukan mobilisasi massa. Dengan kewibawaan yang dimilikinya dan 

kepercayaan yang diberikan oleh para santri dan masyarakat, ulama atau kiai 

mampu menggerakkan massa secara cepat untuk berperang melawan penjajah 

Belanda. Peran ini menunjukkan bahwa peran kiai tidak hanya dalam bidang 

keagamaan, tetapi juga peran politik 

Hingga sekarang ini para ulama memiliki wewenang penuh dalam 

memutuskan satu-satu hukum, setiap hukum yang diputuskan ini berdasarkan 

pemeriksaan dalil-dalil baik berupa al-Qurôan, Sunnah, Ijmaô dan Qias. Sehingga 

semua hukum yang ditetapkan oleh para ulama ini wajib untuk kita ikuti. Di 

Negara Indonesia mempunyanyi lembaga-lembaga yang menangani hukum. 

Misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberi fatwa terhadap masalah-

masalah agama yang terjadi dalam masyarakat, Bahkan juga disetiap Provinsi, 

Kabupaten sudah memiliki kantor MUI seperti di Aceh dinamakan dengan 

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang kantor pusatnya di Banda Aceh, 

begitu juga di semua kabupaten sudah mempunyanyi kantor MPU untuk 

memudahkan masyarakat untuk bertanya tentang masalah-masalah agama. 

Seiring dinamika zaman yang berubah maka permasalah yang baru banyak 

yang timbul dalam masyarakat sehingga sumber diatas membutuhkan analisa 

terhadap hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat dengan 

menggunakan berbagai pendekatan dan metode.  Proses ijtihad tidak terbatas pada 

persoalan yang baru muncul, tetapi ijtihad mempunyai kepentingan lain yang 

berkaitan dengan khazanah hukum islam yaitu dengan melakukan peninjauan 

kembali terhadap masalah-masalah yang ada berdasarkan kondisi yang ada pada 

zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat 

yang terkuat dan relevan, dengan merealisasikan tujuan-tujuan syariat dan 

kemaslahatan manusia. 

Dalam Kewajiban membayar zakat fitrah pada moderen ini sudah terjadi 

perbedaan dalam masyarakat indonesis ada sebahagian masyarakat mengeluarka 
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zakat fitrah dalam bentuk uang dan ada juga yang mengeluarkan zakat fitrah 

dalam bentuk makanan pokok maka disini perlu untuk melihat bagai mana 

istimbath hukum yang lebih kuat sehingga dalam masyarakat tidak lagi terjadi 

perbedaan pelaksanaan dalam membayar zakat fitrah. 

Zakat Fitrah merupakan salah satu ibadah kepada allah sekaligus amal sosial 

masyarakat dan kemanusiaan dalam mensejahterakan. Agama Islam yang dibawa 

oleh nabi muhammad merupakan agama yang dapat memberi rahmat kepada 

seluruh manusia di duni dan di akhirat kelak bagi orang yang taôat. Dalam Islam 

prinsip solidaritas sangat tinggi, banyak sekali dalam islam memerintahkan 

kepada pemeluknya untuk mentaôati segala perintah yang telah disyariôatkanya. 

Diatara realita Sifat solidaritas dapat dilihat dari konsep saling menghormati, 

menyanyagi, saling membantu dan tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya. 

Salah satu bentuk ibadah dalam islam yang memiliki prinsip mulia ini dan 

mengandung dua dimensi yaitu di mensi fertikal (hablum minallah) dan dimensi 

horizontal (hablum minannas) adalah zakat ibadah apa bila di tunaikan dengan 

baik maka akan meninggkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan 

mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang 

lemah, serta dapat mengembangkan dan mendapat berkah dari pada harta yang 

dimilikinya. Perintah membayar zakat adalah untuk mensucikan dan 

mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi 

penderitaan rakyat (masyarakat) memelihara keamanan meningkatkan 

pembangunan2 

Zakat merupakan salah satu  rukun Islam yang ketiga, tidak hanya wajib 

bagi nabi tetapi juga bagi seluruh ummat islam dan wajibnya itu ditegaskan dalam 

ayat al-Qurôan dengan sangat tegas dan jelas karena membayar zakat juga suatu 

ibadah yang paling penting, Allah menerangkan zakat beriringan dengan 

menerangkan shalat.3 

Zakat tidak saja memiliki arti ibadah, tetapi juga merupakan lembaga sosial 

                                                           
2  Shechu Hadi Purnomo, Sumber- Sumber Penggalian Zakat (Jakarta : Pustaka Firdaus 

1992) hlm. 34 
3 Masdar F Masôud, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, Cet III (Jakarta : 

Pustaka Firdaus, 1993) hlm. 34 
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dalam sistem ekonomi islam. Sifat wajib dalam melaksanakan perintah itu telah 

menempatkan zakat suatu lembaga pembelanjaan harta yang memiliki arti sosial 

yang penting dan tidak sekedar sikap belas kasihan dari orang-orang kaya kepada 

orang miskin, karena islam tidak menghendaki kalau harta kkayaan itu hanya 

dikuasai atau haya beredar diantra orang-orang kaya saja.4 

Salah satu tanda keislaman seseorang dapat dilihat melalui pembayaran dan 

pengeluaran zakat. Dengan pengeluaran zakat, di satu pihak menunjukkan 

ketaqwaan dan ketaôatan kepada Allah SAW dan di pihak lain menunjukkan 

kecintaan sesama manusia yang berhak menerima zakat, namun kenyataannya 

dewasa ini menunjukkan bahwa syariôat Islam yang ketiga ini masih kurang 

mendapat perhatian bagi sebagian umat Islam dan rukun Islam yang satu ini 

belum diterapkan dan ditangani secara profesional.5 

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang 

mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum 

Islam. Salah satu ungkapan rasa syukur kita yang paling tepat atas kenikmatan 

yang diberikannya adalah dengan mengeluarkan zakat hasil yang kita peroleh. 

Selain itu dengan berzakat berarti kita telah mengungkapkan rasa kesetiakawanan 

dan kepedulian kita terhadap sesama sehigga dapat membantu menutupi sedikit 

kebutuhan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. 

Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh 

seorang manusia sebagai hak Allah yang diserahkan kepada orang-orang fakir. 

Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, 

kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan.6 

Pada dasarnya zakat dikeluarkan bila sudah mencukupi syarat-syarat 

yang telah diwajibkan. Maka dari itu diwajibkan bagi setiap kaum muslimin untuk 

membayar zakat sebagaimana yang telah disyariatkan dalam agama Islam, zakat 

berarti pengembangan dan kesucian. Tanpa disadari, harta akan berkembang 

                                                           
4 Hasballah Bakri, Pedoman islam di indonesia, cet I (Jakarta: Prsit Universitas Indonesia 

UI Press, 1988) hlm. 259 
5 Zulkarnaini dan Iskandar, Sistem Ekonomi Islam Dan Perekonomian Rakyat Nanggroe 

Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Pena, 2002), hlm. 51.   
6 As-Sayyid Sabiq, Panduan  Zakat Menurut Al Quran dan As Sunnah, (Bogor: Pustaka 

Ibnu Katsir, 2005), hlm.11.  
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melalui zakat. Di sisi lain, mensucikan pelakunya dari dosa. Disebut zakat dalam 

syariat karena adanya pengertian etimologis, yaitu karena zakat dapat 

membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya. 

Adapun caranya ialah dengan memberikan bagian harta yang telah mencapai 

nishab kepada orang-orang yang  berhak menerimanya.7 

Pada masa sekarang berbagain hal telah banyak merubah mengikuti kondisi, 

kebutuhan serta kemaslahatan, terutama dalam masalah hukum zakat fitrah 

merupakan salah satu hukum yang wajib dikerjakan sampai sekarang masih 

ditinjau lebih mendalam tentang hal pelaksanaanya di zaman sekarang 

dibandingkan dengan zaman rasulullah. 

Dalam al-Quran, hukum hukum yang ada memang terkadang hanya memuat 

berbagai hal yang sifatnya masih umum, dan hadislah yang kemudian 

menjabarkannya . Kemudian jika dalam hadis makna yang ada masih bersifat 

umum, maka ijtihad sahabat, tabiôin, tabiô tabiôin, dan para ulamalah yang 

kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan sebuah hukumnya. Namun 

dalam menetukan sebuah hukum dari berbagai persoalan dapat di tentukan lewat 

mengkaji kaedah-kaedah usul fiqh. Sehingga tidak heran jika kemudian dalam 

menetapkan suatu dasar hukum persoalan seringkali terjadi perbedaan pendapat. 

Perbedaan pendapat atau fatwa di antar Majlis Ulama Indonesia (MUI) 

Sumatera utara dengan Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengenai 

hukum bayar zakat fitrah dalam bentuk uang itu merupakan hal yang tidak dapat 

hindari dan berakhir dengan kontroversi. Itulah fatwa-fatwa yang selama ini telah 

banyak terbukukan. Ada pendapat yang membolehkan membayar zakat fitrah 

dalam bentuk uang ada juga yang tidak boleh ( menafikanya) sesuai dengan alasan 

masing-masing. 

Masing-masing pendapat yang dikeluarkan oleh para ulamaô tersebut 

mempunyanyi dalil masing masing yang menguatkan menguatkan pendapatnya 

tersebut. Kemudian berbagai argumen tersebut kemudin menimbulkan pro dan 

kontra dalam menanggapinya. 

                                                           
7 Muslim Wa Muslimah, Muslim Power: Definisi Zakat dan Hukum-hukumnya (online), 

blogspot.com/2007, diakses 20 September 2016. 
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Sebagai produk Ijtihad , maka sudah sewajarnya fiqh terus berkembang 

sejalan dengan kebutuhan fiqh terhadap respon sosio-budaya, politik, dan 

peradaban manusia. Pola fakir yang melatar belakingi para imam fiqh terdahulu 

(clasik), sangat memungkinkan fiqh mengalami perubahan meskipun di gali 

langsung melalui nast-nasht al-Qurôan dan al-Hadist. Produk fiqh juga meupakan 

produk rasionalitas berdasarkan logika ke ilmuan ilmiah. Beberapa masalah dalam 

fiqh merupakan hasil riset terdahulu oleh mujtahid, Logika ilmiah ini tidak 

mentutup kemungkinan pada lapangan fiqh yang lebih luas. Penemuan fatwa baik 

MUI dan MPU Aceh masih melakukan tradisi ijtihad dengan metodeologi Ushul 

Fiqh sebgai pegangan utama. Sejumlah fatwa yang telah di produksi dua lembaga 

tersebut dalam rangka merespon perubahan-peubahan sosial saat ini. 

Melihat kepada dua putusan Lembaga Hukum Sebagian melarang 

pembayaran zakat fitrah dengan uang secara mutlak, sebagian memperbolehkan 

zakat fitrah dengan uang tetapi dengan bersyarat, dan sebagian lain 

memperbolehkan zakat fitrah dengan uang tanpa syarat sangat menarik untuk di 

kaji dan di teliti secara mendalam dan lebih terperinci lagi terhadap zakat fitrah 

alam bentuk uang dan metode istimbath MUI-SU dan MPU Aceh.  

Uraian ini bukanlah dalam rangka menghakimi dan memberi kata putus 

untuk perselisihan pendapat tersebut. Namun, penelitian ini untuk melihat metode 

istinbǕth hukum zakat fitrah yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. 

METODOLOGI PENELITIAN  

Subjek penelitian adalah suatu literatur khusus tentang hukum 

mengeluarakan zakat fitrah dngan uang secara meluas disini juga mengkaji 

pendapat-pendapat para ulama dalam kitab klasik dan kontemporer interaksinya 

dengan fatwa dan metode istimbath MUI Sumatera Utara dan MPU Aceh  tentang 

hukum membayar zakat dengan uang. Selanjutnya melihat kepada dalil-dalil apa 

saja yang digunakan oleh lembaga MUI Sumatera Utara dan MPU Aceh dalam 

menetapkan fatwa hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Kemudian 

dari hasil istimbath hukum yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut akan 

dilihat mana dalil yang lebih kuat pada permasalahan hukum bayar zakat fitrah 
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dalam bentuk uang. 

Mengingat hasil akhir penelitian ini untuk menemukan hukum, yang dalam 

penelitian ini ini melihat dalil-dalil istimbath MUI Provinsi Sumatera Utara Dan 

MPU Provinsi Aceh tentang zakat fitrah dalam bentuk uang maka penelitian ini 

bisa juga disebut sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang 

dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan 

metode, sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau segala hukum tertentu  dengan jalan menganalisanya.8 

1. Jenis Dan Sumber Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif.9 Yaitu upaya memecahkan 

masalah yang diselidiki dengan mengambarkan keadaan objek, yang dalam hal ini 

adalah metode istimbath yang dikeluarkan MUI Provinsi Sumatera Utara Dan 

MPU Provinsi Aceh tentang hukum bayar zakat fitrah dalam bentuk uang data 

yang didapatkan dideskripsikan secara komparatif dan dianalisis untuk 

memberikan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam 

masalah yang diteliti. Kemudian data yang dikumpulkan tersebut disusun, 

dijelaskan, lalu dianalisis serta disimpulkan. 

Pendekatan ini menggunakan tekstual dan komparatif. Dengan pendekatan 

ini di harapkan dapat ditemukan perbedaan dan persamaan berbagai fariabel yang 

diperbandingkan, juga dapat kiranya diketahui mana yang lebih relevan untuk 

sekarang dari kedua fatwa lembaga tersebut. Selain itu juga menggunakan 

pendekatan normative empirik yaitu suatu pendekatan dengan menggali dan 

menelusuri berbagai dalil normativ agama, baik yang naqli maupun yang aqli 

yang berhubungan dengan zakat fitrah dalam bentu uang. 

Penelitian ini menggunakan teknik content analysis, melalui penalaran 

induktif. Menurut Lexy J. Moleong content analysis merupakan teknik penelitian 

yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang sahih dari data atas dasar 

                                                           
8 Rony Manintijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghlmalia Indonesia, 

1998), hlm. 9 
9 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta:  Bumi Aksara, 2009), hlm. 

44 
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konteksnya.10 Secara teknis penulis menganalisis metode Istimbat  hukum bayar 

zakat fitrah dalam bentuk uang studi metode Istimbat  MUI SUMUT dengan MPU 

ACEH yang merupakan pesan berbentuk sebuah konsep dengan bantuan beberapa 

perangkat atau prosedur. 

METODE ISTIMBATH  MAJELIS ULAMA INDONESIS (MUI) DAN 

MAJELIS PERMUSYAWARTAN ULAMA (MPU) ACEH.  

1. Putusan MUI Sumatera Utara Tentang Hukum Bayar Zakat Fitrah Dalam 

Bentuk Uang. 

Keputusan fatwa MUI VII Tahun 2008 ditetapkan di Medan pada tanggal 15 

Rajab 1429 H atau bertepatan dengan 22 juli 2008 M, menerangkan bahwa 

membayar zakat fitrah adalah hak dasar bagi setiap jiwa, dan semua orang wajib 

mengeluarkan zakat fitrah di akhir ramadhan. Dengan melihat kepada dalil-dalil 

dari Al-Quran maupun hadis yang menunjuki kepada perintah wajib membayar 

zakat fitrah, maka zakat fitrah adalah zakat nafs (jiwa) yang dikeluarkan ummat 

islam seiring dengan usianya pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, untuk 

menghilangkan keraguan dalam perbedaan pendapat yang berkembang akhir-akhir 

ini ditengah-tengah masyarakat muslim, sekaligus untuk menyatukan persepsi 

dalam penetapan jumlah (qadar) baik dalam bentuk benda(óain) atau uang 

(qimah), Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara menetapkan Fatwa  

pada tanggal 15 Rajab 1429 H atau bertepatan dengan 22 juli 2008 M, tentang 

sistem membayar Zakat Fitrah, dengan merujuk kepada fatwa MUI Smatera Utara 

dan beberapa literatur, nampaknya bahwa membayar zakat fitrah dalam bentuk 

uang dibolehkan, jumlah uang (qimah) yang harus dibayar untuk zakat fitrah (satu 

orang) setara dengan harga 2,7 kg. Beras. Jumlah (qadar) zakat fitraah yang wajib 

dikeluarkan dalam bentuk óain (benda) adalah 2,7 kg. 

2. Putusan MPU Aceh tentang hukum zakat fitrah dalam bentuk uang.  

Keputusan fatwa MPU Aceh Nomor 13 Tahun 2014 ditetapkan di Banda 

Aceh pada tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H atau bertepatan dengan 16 Oktober 2014 

M, menerangkan bahwa membayar zakat fitrah adalah hak dasar bagi setiap jiwa, 

                                                           
10Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. VI, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995), hlm. 163. 
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dan semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah di akhir ramadhan. Dengan 

melihat kepada dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjuki kepada 

perintah wajib membayar zakat fitrah, maka zakat fitrah adalah zakat nafs (jiwa) 

yang dikeluarkan ummat islam seiring dengan usianya pelaksanaan ibadah puasa 

Ramadhan, untuk menghilangkan keraguan dalam perbedaan pendapat yang 

berkembang akhir-akhir ini ditengah-tengah masyarakat muslim, sekaligus untuk 

menyatukan persepsi dalam penetapan jumlah (qadar) baik dalam bentuk 

benda(óain) atau uang (qimah), Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Provinsi 

Aceh  menetapkan Fatwa  pada  tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H atau bertepatan 

dengan 16 Oktober 2014 M, tentang sistem membayar Zakat Fitrah, dengan 

merujuk kepada fatwa MPU Aceh dan beberapa literatur, nampaknya bahwa 

membayar zakat fitrah dalam bentuk uang tidak dibolehkan jumlah zakat fitrah 

yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok adalah 2,8 kg. Beras. Jumlah 

(qadar) zakat fitraah yang wajib dikeluarkan dalam bentuk óain (benda) adalah 2,8 

kg. Beras. 

ILLAT MUI -SU DAN MPU ACEH DALAM MENETAPAKAN PUTUSAN 

HUKUM   ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG.  

1. ôIllat MUI-SU Tentang Hukum Boleh Mengeluarkan Zakat Fitrah Dengan 

Uang. 

Para Ulama yang memperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan 

uang di antaranya adalah: AbȊ Hanifah, Al-Tsauri, Umar bin Abdul Aziz dan 

Imam Hasan Basri. 11 

Dalam putusan MUI-SU, zakat fitrah tidak harus jenis-jenis yang ditegaskan 

dalam Hadis. Akan tetapi boleh memberikan zakat fitrah dengan menilai harga 

jenis-jenis itu. Boleh menyampaikannya dengan dirham atau dinar atau mata uang 

lain, atau harta benda yang lain yang dikehendaki sebagai mana dalam Mazhab 

Hanafi memperboleh membayar zakat fitrah dalam bentuk uang12 

Dalam fatwa MUI- SU Boleh membayaran zakat fitrah dalam bentuk uang 

dengan alasan bahwa hal yang subtansial adalah nilai pemberiannya kepada 

                                                           
11 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), hlm. 955.  
12 Parmono, Sumber-Sumber Penggalian Zakat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 158. 
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Mustahiq. Hal ini sesuai pendapat Imam Hanafǭ: 

.àȀȪȦȲȱ ǠȞȦȹ ȀǮȭà ȼȹɉ ȰȒȥä ɀȽ Ȱǣ ìɀȪȺȱä ȸȵ ǦǤǱäɀȱä æǠȭȂȱä ǦȶɆȩ éȀƸ þä ȼȱ ȂƶĀ 

Artinya :   

Dan boleh mengeluarkan zakat itu dengan qimah (harga) bahkan harga 

uang itu lebih baik, karna lebih besar manfaatnya bagi fakir. 13 

  

Berdasarkan  pendapat yang tersebut di atas, maka  menurut Imam Hanafi 

boleh mengeluarkan uang dalam menunaikan zakat fitrah, bahkan mengeluarkan 

uang lebih lebih baik dari pada mengeluarkan qut  karena uang lebih bermanfaat 

dan lebih mudah. Ini sesuai dengan pendapat Syeh As-Sarkhasi. 

 ȰȎƷ Ǡȶȭ ǦȶɆȩ˨ ȰȎƷ ȬȱìĀ ƖȢȱä üɀȎǵ ƎǪȞƫä þɍ ˫ǼȺȝ ïǠǱ ǦȖȺƩä ǦȶɆȩ ɂȖȝà þǠȥ üǠȩ
 .ǦȖȺƩ˨ 

Artinya:   

Berkat Syeh Sarkhasi, maka Jika zakat fitrah itu dibayar dalam bentuk 

harga (hukumnya) boleh menurut kami, karena yang dimaksudkan 

adalah terjadinya kekayaan dan kekayaan itu dapat dipenuhi dengan 

bentuk uang sebagai mana kekayaan itu dapat terpenuhi dengan bentuk 

benda (gandum) boleh memberikan dalam bentuk mata uang, bahkan 

hal ini lebih utama.14 

  

ôIllat MUI ïSU dalam fatwa hukum boleh bayar zakat fitrah menggunakan 

uang, di antaranya adalah: Pertama, Tujuan dari zakat pada hakikatnya adalah 

membuat kecukupan, memelihara kemashlahatan fakir miskin dan memenuhi 

kebutuhannya. Zakat fitrah juga merupakan hak fakir miskin untuk memenuhi 

hajat kebutuhan mereka. Apabila kebutuhan serta maslahatnya dalam bentuk 

uang, maka mengeluarkan uang lebih utama. Seperti, melimpahnya zakat bagi 

orang miskin, yang menyebabkan orang miskin terpaksa menjualnya, sedang uang 

dapat dimanfaatkan untuk prioritas kebutuhannya seperti, membeli makanan dan 

pakaian yang dikehendaki baginya dan bagi anak- anaknya.15 

 Kedua, Dalam fiqh AbȊ Hanifah boleh membayar zakat fitrah dalam 

                                                           
13 Keputusan Fatwa MUI-SU Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang Dan Jumlahnya,,,. h. 9 
14 Ibid, h. 5. 
15 Thaha Abdullah Al-Afifi, Hak Fakir Miskin, (Indonesia: Dar El Fikr, 1987), h. 113. 



AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan 
 

108 

Volume. 4. No. 2 Tahun 2017 

bentuk uang, karena beranggapan adanya dua dimensi dalam zakat fitrah: 

ubuddiyah dan sosial. Sehingga harus dipertimbangkan juga, manakah yang lebih 

bermanfaat bagi para mustahiq: memberi mereka makanan atau uang? Seperti itu 

pula pendapat Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz dan Al-Tsaury, 

sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Mundzir16 

 Ketiga, berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya: Syeh As-Sarkhasi 

menggunakan zakat fitrah dengan qimah (uang) lebih afdhal, karena lebih dekat 

memberi manfaat kepada fakir, dan bisa memenuhi kebutuhan mereka pada saat 

di keluarkan.17 

 Keempat, menurut Yusuf Qardhawi, zakat menggunakan uang lebih 

praktis dilaksanakan dewasa ini lebih-lebih bagi masyarakat modern yang di 

mana-mana orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang, maka uang jelas 

lebih bermanfaat bagi simiskin. Apabila dahulu makanan lebih mudah didapat, 

maka dewasa ini uanglah yang lebih mudah dan dipandang lebih bermanfaat.18 

 Kelima Dalam Hadis Ibnu Umar Rasulullah Bersabda yang artinya 

ñCukupkanlah mereka pada hari ini untuk memintaò Mencukupi orang miskin 

pada hari raya itu bisa saja dengan uang atau langsung berupa makanan. Akan 

tetapi kadang kala pemberian mereka berupa uang itu bisa lebih penting, lebih 

utama atau lebih diperlukan. Kalau berupa makanan yang lebih banyak, bisa jadi 

mereka jual juga, ketika mereka butuh yang lain, tetapi bila yang diberikan kepada 

mereka adalah uang, bisa digunakan apa saja sesuai dengan apa yang mereka 

perlukan, seperti pakaian, perelatan rumah tangga dan lain sebagainya. 

 Menurut Ibnu Munzir bahwa kebolehan mengeluarkan dengan harga itu 

sudah ditunjukkan sejak dari dulu yaitu para sahabat memperbolehkan 

mengeluarkan satu shaô gandum, karan dianggap sama nilainya dengan satu shaô 

kurma atau satu shaô syair, sehingga muôawiyah berkata ñsaya melihat bahwa dua 

mud gandum syam senilai dengan satu shaô kurmaò.19 

                                                           
16  Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 318-321. 
17  Kepuutusan Fatwa MUI-SU Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Uang,éhlm. 5.  
18 Yusuf Qardhawi, Risalah Zakat Fitrah,éhlm. 56-57. 
19 Yusuf Qardawi, Fiqhh Al-Zakat Dirasah Muqaranah Li Ah kamiha Wafalasafatiha Fi 

Dlau-i Al-Quran Wa Al-Sunnah, jilid II (Bairut: Dar al-fikri, 1988), hlm. 433. 
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Pemberian dengan harga (dalam bentuk uang) itu lebih mudah di zaman kita 

sekarang ini, terutama di kawasan industry, dimana orang tidaklah muamalah 

kecuali dengan uang. Tentang Rasulullah SAW dulu mewajibkan zakat fitrah 

dengan makanan itu dimungkinkan karena dua hal, yaitu: 

a. Pada saat itu ditanah arab jarang ada mata uang, sehingga dengan 

member   makanan itu akan lebih memudahkan orang banyak. 

b. Nilai mata uang itu sesungguhnya bisa berubah sewaktu-waktu dari 

masa kemasa, sehingga bila ditetapkan dalam jumlah uang mungkin 

akan kesulitan bagi orang-orang sesudahnya di mana nilai mata uang 

sudah berubah. Hal ini berbeda dengan penentuan berupa makanan 

dengan satu shaô makanan yang secara pasti sudah bisa 

mengeyangkan orang. Oleh karena itu wajar bila Rasulullah 

mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk uang.20 

 Hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang boleh, dengan alasan 

bahwa beras yang diterima oleh fakir miskin itu pun akan dijadikan uang, apakah 

untuk membeli lauk-pauk, pakaian dan keperluan lainnya. Mereka tidak hanya 

memerlukan beras saja, dan cara ini adalah cara yang praktis sehingga 

memudahkan semua pihak.21 

 Tentang yang mana yang lebih utama dalam pembayaran zakat fitrah, 

apakah dengan makanan atau dengan uang, Yusuf Qardawi memberikan pilihan 

bahwa hal itu tergantung kemamfaatan bagi fakir miskin. Jika pemberian makanan 

itu memang lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan makanan itu lebih 

utama, seperti pada masa peceklik dan kelaparan, dimana pada saat itu susah 

mencari makanan. Tetapi jika dengan uang itu mereka lebih senang dan mudah 

dalam memanfaatkannya, seperti bisa dibelikan apa saja, baik maknan, pakaian 

dan lain-lain maka dengan uang lebih utama22 

 Jadi, dalam putusan fatwa Majeliss Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara 

                                                           
20 Yusuf Qardawi, Fiqhh Al-Zakat,éhlm. 433. 
21 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di 

Indonesia), (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 112. 
22 Yusuf Qardawi, Fiqh Al-Zakat Dirasah Muqaranah Li Ah-kamiha Wafalasafatiha Fi 

Dlau-i Al-Quran Wa Al-Sunnah,éhlm. 949. 
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boleh hukumnya membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang (qimah). 

Putusan MUI-SU sama dengan hukum yang ada di dalam Fiqh Al-Hanafiyyah 

untuk memenuhi kebutuhan FuqarǕ, memperkaya orang miskin  boleh dengan 

cara memberi makanan, boleh pula dengan memberikan uang atau barang yang 

lain, bahkan menggunakan uang lebih cocok dalam menunaikan hajat para fuqarǕ 

dan sipemberi juga lebih mudah dalam menunaikannya. 

 Wawancara dengan Drs. Ahmad Sanusi Luqman (Aggota Majelis Fatwa 

MUI Sumatera Utara). Beliau menjelaskan membayar zakat fitrah dengan uang 

dalam mazhab Syafiôi jelas tidak boleh, adapun dalam mazhab Hanafi boleh 

membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, tujuan zakat adalah untuk memberi 

kecukupan pada orang fakir, menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan 

menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat, ini bisa dicapai dengan 

mengeluarkan uang, terkadang hal itu akan lebih bisa dicapai, walaupun 

kebutuhan itu bermacam-macam, akan tetapi uang tersebut sanggup 

memenuhinya.23 

Menurut beliau makanan pokok yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah 

tidak terbatas pada jenis tertentu, mekipun Nabi SAW pernah menentukannya 

pada masa beliau berdasarkan makanan pokok pada waktu itu. Karena itu para 

ulama mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah berupa makana pokok negeri 

setempat diperbolehkan, baik berupa beras, gandum, jagung, maupun lainnya. 

Sedangkan ukuran satu shaô itu sama dengan empat cidukan dua tangan lebih 

sedikit, atau sama dengan dua kilo gram makanan, atau hampir lima rithl  (lima 

pound). Selain itu, zakat fitrah ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan 

harganya, demikian menurut Fiqh Al-Hanafiyyah. 

Beliau juga menjelaskan munculnya perbedaan pendapat mengenai boleh 

tidaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang) ini karena adanya 

perbedaan dalam memahami apakah zakat itu merupakan ibadah atau merupakan 

suatu hak bagi orang miskin mereka juga berbeda pendapat di dalam memahami 

maksud nash (teks hadis) dan tujuan dari perintah zakat itu sendiri. Bagi Ulama 

                                                           
23 Wawacara Dengan  Ahmad  Sanusi Luqman, Anggota MUI-SU, Di Kantor MUI-SU, 

Pada Tanggal, 3 Juni, 2017. 
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yang berpegang pada nash apa adanya, dimana Nabi saw pernah memerintahkan 

zakat fitrah dengan makanan satu shaô berupa kurma atau syaôir (H.R. Al- 

Bukhari dan Muslim) maka pelaksanaan hurus dilakukan dengan menyerahkan 

makanan tersebut, tidak boleh dengan yang lain. Perintah ini dinilai sebagai 

perintah yang taôabbudi, Pendapat ini di anut oleh Imam Hanafi, Syafiôi dan 

Hambali.24 

Sementar ulama yang lain seperti Imam Hanafi dan Al-Tsauri berpendapat 

bahwa berpendapat bahwa nash hadis tersebut hanya sebagai ukuran makanan 

yang mengeyangkan, sehingga tujuan diperintahkan zakat fitrah sebenarnya lebih 

mengarah agar bagaimana orang fakir miskin itu dapat kenyang dan terhibur pada 

suasana hari raya Idul Fitri itu. Oleh karean itu pembayaran zakat fitrah tidak 

harus berupa makanan seperti qurma, syair, atau makanan pokok yang lainnya, 

tetapi apa saja yang membuat fakir miskin itu menjadi kenyang dan terhibur. 

Dalam hal ini menyerahkan zakat fitrah dengan uang bisa lebih maslahah bagi 

orang fakir miskin, karena pemanfaatannya bisa lebih leluasa. Pemahaman ini 

berangkat dari Hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa pada hari raya itu 

orang-orang miskin harus dicukupi kebutuhanya (H.R. Daruquthni dan Al-

Baihaqi). Menurut Ali Thanthawi, yang menjadi patokan adalah apa yang menjadi 

maslahat bagi kaum fakir miski25 

Dalam Al -Quran, hukum yang ada memang terkadang hanya memuat 

berbagai hal yang sifatnya masih umum, dan hadislah yang kemudian 

menjabarkannya. Kemudian jika dalam hadis makna yang ada masih bersifat 

umum, maka ijtihad sahabat, tabiôin, tabiô tabiôin, dan para ulamalah yang 

kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan sebuah hukumnya. Namun 

dalam menetukan sebuah hukum dari berbagai persoalan dapat di tentukan lewat 

mengkaji kaedah-kaedah Usul Fiqh. Sehingga tidak heran jika kemudian dalam 

menetapkan suatu dasar hukum persoalan seringkali terjadi perbedaan pendapat. 

Begitulah pendapat Ulama, ada yang bertahan pada nash apa adanya, yaitu 

                                                           
24 Wawacara Dengan Ahmad  Sanusi Luqman, Anggota MUI-SU, Pada Tanggal, 3 Juni, 

2017. 
25 Ali Thanthawi, Fatwa-Fatwa Populer Ali Thanthawi (Solo: Era Intermedia, 1998), hlm. 

290. 



AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan 
 

112 

Volume. 4. No. 2 Tahun 2017 

memandang wajib menyerahkan zakatnya dengan makanan pokok, tetapi ada juga 

yang lebih mempertimbangkan aspek manfaat bagi fakir miskin yang 

menerimanya. Dalam hal ini bisa dibayar dengan makanan atau dengan uang. 

2. Illat  MPU Aceh Tentang Hukum Boleh Mengeluarkan Zakat Fitrah   Dalam 

Bentu Uang. 

Menurut Fatwa MPU Aceh bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan 

menggunakan qut (makanan pokok yang mengenyangkan), Polemik yang sering 

diperdebatkan adalah mengenai zakat dengan uang, di mana dalam Hadis-hadis 

amaliyah Rasulullah terkait dengan zakat fitrah hanya mengeluarkan komoditas 

makanan yang waktu itu biasa dikonsumsi oleh para sahabat, seperti gandum, 

kurma, anggur, dan sebagainya, yang kemudian para ulama menyimpulkan bahwa 

yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah al-Aqwat (makanan pokok) 

sebagai mana manyoritas Ulama berpendapat demikian.. 

Terkait dengan masalah zakat fitrah, MPU Aceh melarang zakat fitrah 

menggunakan uang, dalam fatwa MPU mewajibkan dengan makanan pokok 

sebagaimana pendapat Al-Mawardǭ sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al- 

Hawǭ Al-Kabǭr: 

  ... ćïɀćĆƶ Ćɍ ĈȀĊȖĈȦĊȱä ĈæǠĆȭĆï ĈŽ ĆȴɆĈȪĊȱä...  
Artinya:   

Telah kami terangkan bahwa mengeluarkan nilai mata uang pada zakat 

fitrah tidak boleh.26 

  

Berdasarkan pendapat Ulama di atas, maka MPU Aceh berpendapat tidak 

boleh mengeluarkan uang sebagai zakat fitrah karena Rasulullah SAW telah 

menentukan satu shaô kurma, syair, atau jenis makanan pokok lainnya. Apabila 

sudah ditentukan maka tidak boleh diganti dengan harganya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Muhammad Al-Khatǭb Al-Syarbainǭ dalam kitab Mugnǭ Al-

MuhtǕj. 

 Berikut adalah alasan-alasan yang melatar belakangi pendapat MPU Aceh 

yang melarang zakat fitrah menggunakan uang, di antaranya adalah: 
                                                           

26 AbȊ Al-Hasan Al-Mawardǭ, Al- Hawǭ Al- Kabǭr, Jld, III, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 

v. 10600, 2009), hlm. 827. 
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Pertama, Menurut MPU Aceh tidak dibolehkan membayar zakat fitrah 

dengan uang, karena yang diwajibkan menurut hadis adalah bahan makanan yang 

mengenyang kan.27 

Kedua, Dalam zakat fitrah lebih ditekankan kepada dimensi ubuddiyah 

(yakni sebagai suatu bentuk ibadah mahdhah, sama seperti shalat, puasa dan haji) 

yang wajib dilaksanakan dengan cara sesuai sepenuhnya dengan petunjuk agama; 

tidak boleh diganti dengan cara lainnya. Oleh karena itu, zakat fitrah tidak boleh 

dikeluarkan dalam bentuk uang, sebagai pengganti makanan pokok, sebagaimana 

disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengenai hal itu.28 

 Ketiga, dalam Hadis Rasulullah hanya dua benda yang dikeluarkan sebagi 

zakat fitrah yaitu kurma dan gandum, karena dalam jenis dua benda tersebut, 

disamping dikonsumsi sebagai makanan pokok oleh bangsa arab ketika itu juga 

terkandung unsur karbohidrat yang dapat tegak tubuh manusia29 

Keempat, Kebanyakan Ulama tidak memperbolehkan menunaikan zakat 

fitrah dengan uang, sebab Nabi SAW tidak pernah menyebutkan dinar atau 

dirham. Padahal dua mata uang tersebut juga berlaku pada saat itu. Hanya saja, 

apabila merasa kesulitan mengeluarkannya dengan makanan, maka secara darurat 

diperkenankan dengan mata uang (emas dan perak) sebagai ganti dari makanan, 

sehingga kewajiban tetap terlaksana.30 

Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh mayoritas Ulama. 

Mereka mewajibkan pembayaran zakat fitrah menggunakan bahan makanan dan 

melarang membayar zakat dengan mata uang.  Di antara ulama yang berpegang 

pada pendapat ini adalah Imam Malik, Imam Syafiôi dan Imam Ahmad. Bahkan 

Imam Malik dan Imam Ahmad secara tegas menganggap tidak sah membayar 

zakat fitrah mengunakan mata uang.31 

Wawancara dengan Muhammad Hatta Lc, Staf Ahli MPU Aceh. Zakat 

fitrah adalah zakat tubuh maka mengambil zakat fitrah dikeluarkan dengan 

                                                           
27 Himpunan Sidang Paripurna MPU Aceh,  Zakat Fitrah Dan Ketentuannya,,,. h. 65.  
28 Himpunan Sidang Paripurna MPU Aceh,  Zakat hlm. 65. 
29 Himpunan Sidang Paripurna MPU Aceh,  Zakat,éhlm. 66. 
30 Al -Jaziry, Cara Mudah menunaikan Zakat, (Bandung: H. I. Press, 1996), hlm. 85. 
31 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak,é hlm. 112. 
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sesuatu yang dapat tegakkan tubuh kita. Sesuatu yang menjadi penggerak atau 

penegak utama tubuh kita adalah sesuatu yang mengandung karbohidrat dengan 

ketentuan sesuai dengan hadist Rasulullah saw.32 

Beliau mengatakan zakat fitrah, menurut Imam Hanafi atau muridnya, 

berdasarkan pemahaman lahir dalil, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah selama 

9 tahun di Madinah mengeluarkan selain dari 8 jenis biji-bijian (mungkin kurma, 

mungkin gandum), tak pernah Nabi mengeluarkan tsaman (harga) dari makanan 

pokok itu,ò  

Namun Imam Abu Hanifah membolehkan umat membayar harga, tapi denga 

harga dari salah satu 8 jenis makanan pokok itu. ñJadi kita sangat mendorong juga 

zakat dibayar dengan uang, sebanding harga biji-bijian di Arab itu, karena akan 

tergerak roda ekonominya,ò 

Hebat sekali pemikiran ulama dulu, soal bayar zakat fitar dengan bahan 

pokok, ñPenelitian kami di RTA (Rabithah Thaliban Aceh), bahwa 80 persen 

zakat uang yang disalurkan ke warga, tak sampai ke rumah (masuk dompet 

suami). Dan 93 persen zakat fitrah beras, masuk ke rumah. Mungkin suami malu 

menjualnya.ò 

 Kadar shaô menurut mazhab Hanafiah dan tiga Imam lain pun berbeda. 1 

tsaô menurut Imam Abu Hanifah itu 3,8 kg. Jika mau bayar fitrah perjiwa, ukur 

dengan harga kurma (misalnya) sebanyak 3,8 kg x Rp 50.000 per kg. Jadi per jiwa 

bisa Rp 200.000 fitrahnya. 

PENUTUP 

Fatwa MUI-SUtentang pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang adalah 

boleh/sah, MUI-SU dalam menetapkan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang 

menggunakan metode istislahy dengan pendekatan tehnik maslahah mursalah. 

Sumber hukum yang digunakan diantaranya hadis Riwayat Baihaqi. Dalam Hal 

Metode Istimbath Hukum MUI Sumatera Utara menggunakan dalil amm yaitu 

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa dalam Hadis Rasul ada 

pernyataan ñkayangkanlah merekaò dari hadis ini dapat dipahami bahwa 

                                                           
32 Wawancara Dengan Muhammad Hatta, Staf Ahli MPU Aceh, Pada Tanggal, 25 Juni 

2017. Di Kantor MPU. 
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mengkayakan seseorang mungkin dengan uang sebagai mana mungkin dengan 

makanan. Jika bentuk makanan lebih besar manfaatnya, maka mengeluarkan 

makanan lebih afdhal, maka jika mengeluarkan dengan uang lebih besar 

manfaatnya, maka mengeluarkan dengan uang lebih afdhal. 

Hasil fatwa MPU Aceh bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk 

makanan pokok daerah setempat, MPU Aceh dalam menetapakan hukum zakat 

fitrah dalam bentuk uang menggunakan metode qawli  atau metode bayani yaitu 

menetapakan hukum dengan melihat teks dan pendapat manyoritas Ulama.  

Sumber hukum yang digunakan MPU Aceh yaitu Hadis yang diriwatkan oleh 

Imam Muslim. MPU Aceh menggunakan nash hadis yang bersifat khusus dan 

memandang bahwa zakat tidak terlepas dari ubudiyyah kepada Allah karena zakat 

juga termasuk ibadah yang bersifat tauqifiyah yang tidak berlaku qiyas padanya, 

dan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperdapatkan dalam hadis-

hadis Nabi SAW. Hanya saja Rasullullah menganjurkan mengeluarkan zakat 

fitrah dari jenis makanan pokok. 
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